
Menimbang :

Mengingat

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TBNGGARA TIMUR

PERATURANBUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 55 TAFIUN 2OI7

TENTANG

PEDOMAN ALUR SISTBM INFORMASI BBNCANA
DE]VGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Undang-undang
Nonror 24 Tahun 20oz tentang penanggulangan Bencana
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan
Kebijakan Penanggulangan Bencana pada r.r'ilayahnya selaras
dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. bahwa dalamrangka Penanggulangan Bencana dibutuhkan
kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola data informasi
yang akurat dengan mengembangkan Pedoman sistem

informasi bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Alur Sistem Informasi Bencana;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahunl958 tentarlg Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II clalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Baii, Nusa Tenggara Barat dan NUsa Tenggara Timur (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, l'ambahan

Lenrbar Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Untlang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO7

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor a723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana tetah diubah beberapa kaii, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nesarag

Republik indonesia Nomor 56791;



4' peraturan pemerintah Nomor 2t Tahun 2008 tentangPenyelengga-raan penanggurangan Bencana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 200g Nomor 12, ,r.arnbahar-r
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag2g);5' peraturan pemerintah 

Nom or 64 Tahun 2010 tentang MitigasiBencana di wilayah pesisir dan pulau-purau Kecir (r-embaran
Negara Repubrik Inclonesia Tahun 2o1o Nomor i09, Tamrrahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 515a);6' Pe.aturan Menteri Daram Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Perloman penyiapan sarana dan prasarana penanggulaxgan
Bencana;

7' Peraturan Menteri per<erjaan umum Nomor 1,/,RT/M /2012tentang Aksi Nasion:lr Mitigasi dan Acraptasi perubahan lr<rirn
Talrun 20t2-2O20;

8' Peraturan Kepala Bacian Nasional penanggurangan Bencana
Nomor 7 Tatrun 2012 tentang pedoman pengelolaan Data dan
Informasi Bencana;

9. Peratura, Daerah Kabupaten Timor Tengah seratan Nomor 2
Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Timor Tengah
selertan (Lembaran Daerah Kabupaten ,Timor Tengah selatan
Tahun 2oro Nomor 2, Tambahan Lembaraa Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan Nomor 2) sebagaimana terah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan
Nonror 6 Tahun 2oi,o tentang perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2oro tentang
organisasi dan Tata Kerja Bacran penanggurangan Bencana
Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan
Nomor 6);

10. Peral.uran Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Nomor 4
Tahun 2011 tentang penyerenggaran penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembarair Daerah Kabupaten Timor Tengah
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11' peraturan Bupati Timor Tengah seratan Nomor 25 Tahun 2010tentang Tugas pokok dan Fungsi BpBD Kabupaten Timor Tengahselatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah seratan Tahun2010 Nomor 25);

MtrMUTUSKAN:
MenetapKan : PERAI.URAN BUPATI TtrNTANG PEDOMAN ALUR SISTtrMINFORMASI BENCANA.

BAB I

KEI'ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud clengan:
1. Daerah ada-lah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah

Indonesia yang rnemegang kekuasaan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang Dasar
Tahun tg41.

3. Pemerintah Daerah adalah pemerintahkabupaten Timor Tengah seratan.4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5' Organisasi Perangkat Daerahyang selanjutn.ya disingkat opD adatah organisasi

Perangkat DaerahKabupaten Timor Tengah Selatan.
6' Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adaiah

Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7 ' Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
menggajrggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan danrpak psikologis.

8. Pra Bencana adarah tahapan seberum ada kejadia, bencana.
9. Saat bencana adalah tahapan kejadian suatu bencana.
10. Pasca bencana ada,tah tahapan seterah terjadi bencana.
1 1' Pedoman Alur ada-lah Petunjuk Interaksi antara bagian-bagian atau tahapan-

tahapan suatu proses atau kegiatan. g
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12' sumber informasi a<ialah segala hal.yang dapat digunakan oleh seseorang sehinggamengetahui tentang hal yang baru,dan mempunyai ciri_ciri .Vaitu,1a) dapat dilihat,dibaca dan dipelajrri, (b) diteiiti, dikaji dan dianalisis (c) dimanfaatkan dandikembangkan didalam kegiatan-kegiatan pendidikan, peneritian, raboratorium, (d)ditransformasikan kepada orang lain.
13' Proses Verifikasi adalah serangkaian kegiatan penilaian .yang dilakukan oleh timverifikasi terhadap pernyataan dari Sumber Informasi.
14' Prediksi bencana adalah Ramalan atau prakiraan terjadinya suatu bencana.
15' Analisa Kebutuhan ada-lah sebuah proses untuk mengetahui kebutuhan yangdiperlukan dalam suatu akti{itas.
16. Rekomendasi adalah saran atau anjuran berdasarkan suatu analisa.
17' Sistem Informasi Bencana yang selanjutn.ya disingkat sIB adalah sistem Informasi

Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan.
18'Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan

cara tertentu sehinggla mempunyai arti bagi penerima.
'19' Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yangdiperoleh

secara langsung dari sumber yang clapat memberikan gambaran tentang potensi,
perkembangan dan permasalahan tertentu.

20' Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan,memproses, mengumumkan, nrenganalisis dan/atau menyebarkan
informasi.

27. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh
secara fisik.

22.Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi
yang diwujudkan da-lam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang
apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk
mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi
tersebut.

23. Perangkat manusia ada_lah orang

komputer.

yang menggunakan atau mengoperasikan

24.lntranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi
informasi penting dalm lingkup lokal.

25. internet adalah suatll jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer
yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan stanclar sistem global

Lsebagai protokol pertukaran.



26. Pengelolaan data dan
pengumpulan, pengolahan,

dan informasi bencana.

informasi bencanaadalah kegiatan yang meliputi
analisis, pen-yajian, diseminasi serta pelaporan data

27'Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam axta-ra lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, ba,jir, kekeringan, angin puting beriung dan tanah rongsor.

28' Bencana non alam ada-lah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. ,

29'Bencarta sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia .yang meliputi konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

30' Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan
tanggal kejadian, Iokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan. Jika
terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka
dihitung sebagai satrr kejadian.

31. Gempa bumi ada-lah geta-ran atau guncangan yang teq'adi di permukaan bumi yang
disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api
atau runtuhan batuein.

32. Letusan GunungApi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan

istilah "erupsi". Bahaya letusan gunungapi dapat berupa awan panas, lontaran

material (ptjar), hujan abu lebat, lava, ga.s larcun, tsunami dan ba-njir lahar.

33. Tsunami berasal da:-i bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan (utsu"

berarti lautan, "nani" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian

gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut

akibat gempa bumi.

34. Tanah longsor men-Lpakan salah satu .jenis gerakan massa tanah atau batuan,

ataupun percampurern keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya

kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

35. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau

daratan karena volutne air yang meningkat.

36. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang

besar yang disebabkrm terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

37. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah

kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan

lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah

kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai

dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. I



BUPATT 
.IIYOR TENGAH SELATANpRovrNsr NusA roxCCana rrMuR

PE]TATURANBU?ATI ?IMOR TE NGAH S ELATANNOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN ALUR SISTEM INFORMASI BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,
Menimbang : a' bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal g undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2O0T tentang penanggulangan Bencana
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan
Kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya seraras
dengan kebijakan pembangunan daerah;

b' bahwa dalamrangka Penanggulangan Bencana dibutuhkan
kebijakan pemerintah <iaerah daram mengerora data informasi
yang akurat dengan mengembangkan pedoman sistem
informasi bencana;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Pedoman Alur Sistem Informasi Bencana;

Mengingat : 1' Undang-Undaag Nomor 69 Tahunlg58 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-claerah ringkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat clan Nusa Tenggara Timur (r,ernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 195g Nomor r22, Tambahan
Lembar Negara Republil< Inclonesia Nornor 1655);

2' Undang-Undang Nomor 2zl Tahun 2oO7 tentang penanggulangan

Bencana (Lembaga Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo7
Nom-or 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Inclonesia
Nomor a723);

3' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang pemerintahan

Dae'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor g Tahun 2015.tentang
Perubahan Kedua Atas Unclang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4
tenteing Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); U
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4' Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 200g tentang
Penyerenggaraan penanggulangan Bencana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 200g Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4B2g);

5' Peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi
Bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau Kec, (Lembaran
Negara Repubrik Incronesia Tahun 2olo Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5lSa);

6' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 2z rahun 2ooz tentang
Pedoman penyiapan Sarana dan prasarana penanggulangan
Bencana;

7' Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 
'./'RT/M /2012

tentang Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi perubahan Ikrim
Tahun 201.2-2O2O;

B' Pe:'aturan Kepala Bacran Nasionar penanggulangan Iiencana
Nomor 7 Tahun 2or2 tentang pecroman pengeroraan Data dan
Informasi Bencana;

9. Per^aturan Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Nomor 2
Tahun 20lo tentang organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Timor Tengah
selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan
Tahun 2olo Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tinror Tengah Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan
Nomor 6 Tahun 2olo tentang perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2olo tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembarap Daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2OlO Nomor 6,

Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Nornor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4

Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana

(Lernbaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 201 1

Nornor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah

FSelatan Nomor 4);



11'Peraturan Bupati Timor Tengah seratan Nomor 25 Tahun 2o1otentang Tugas pokok dan Fungsi BpBD Kabupaten Timor Tengah
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun
20LO Nomor 25);

MtrMUTUSKAN:
Menetapkan : pERATURAN BUPATI TtrNTANG

INFO}IMASI BENCANA.
PEDOMAN ALUR SISTEM

a
J.

4.

5.

BAB I

KD'I'I]NI'UAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabtrpaten Timor Tengah Selatan.
2' Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah presiden Republik

Indonesia yang .mernegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia
Tahun 7945.

Pemerintah Daerah adalah pemerintahkabupaten Timor Tengah Selatan.
Bupati adalah Bupati Timor Tengah Seiatan.

Organisasi Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat OpD adalah Organisasi
Perangkat DaerahKabupaten Timor Tengah Selatan.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,ang selanjutnya disingkat BPBD adalah
Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan urusan Pemerintahan di
bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 
, 
yang mengancaln dan

menggarggu kehidupan dan penghidupan nlasyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor a-lam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis.

B. Pra Bencana adalah tahapan sebelum ada kejadian bencana.

9. Saat bencana adalah tahapan kejadian suatu bencana.

10. Pasca bencana adalah tahapan setelah terjadi bencana.

1 1. Pedoman Alur adalah Petunjuk Interaksi antara bagian-bagian atau tahapan-

tahapan suatu proses atau kegiatan. 9



12' sumber informasi arlalah segala hal yang dapat digunakan oreh seseorang sehingga
mengetahui tentang ha1 yang baru,dan mempunyai ciri-ciri yaitu,(a) ciapat dilihat,
dibaca daIl dipelajari, (b) diteliti, dikaji dan dianaiisis (c) rlimanfaatl<an dan
dikembangkan didalam kegiatan-kegiatan penclidikan, penelitian, iaboratorium, (d)
ditransformasikan kepada orang lain.

13' Proses verifikasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim
verifikasi terhadap pernyataan dari Sumbcr Informasi.

14' Prediksi bencana adalah Ramalan atau Prakiraan terjadinya suatu bencana.
15' Ana'lisa Kebutuhan adalah Sebuah proses untuk mengetahui kebutuhan yang

diperlukan dalam suatu aktifitas.
16. Rekomendasi adalah saran atau anjuran berdasarkan suatu analisa.
17. Sistem Informasi Bencana yang selanjutnya clisingkat SIB adalah Sistem Informasi

Bencana Kabupaten Timor Tengah Seiatan.

18' Informasi adalah Sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan
cara tertentu sehing3a mempunyai arti bagi penerima.

19. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif d.an/atau kualitatif yangdiperoleh
secara langsung da:'i sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi,
perkembangan dan permasalahan tertentu.

20. Teknologi Informasi ada-lah suatu teknik untuk menglrmpulkan, menyiapkan,

menyimpan,memproses, mengumumkan, menganalisis danlatau menyebarkan

informasi.

2l.Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh

secara fisik.

22.Perangkat lunak ateiu program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi

yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang

apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan

mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk

mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi

tersebut.

23. Perangkat manusia ada-lah orang yang menggunakan atau mengoperasikan

komputer.

24.Intranet ada-lah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi

informasi penting dalam lingkup lokal.

25. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer

yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global

sebagai protokol pertukaran y
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26. Pengelolaan data dan
pengumpulan, pengolahan,

dan informasi bencana.

informasi bencanaadalah kegiatan yang meliputi
analisis, pen.yajian, diseminasi serta pelaporan data

27'Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara iain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, ba,jir, kekeringan, angin puting beriung dan tanah rongsor.

28' Bencana non alanr adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa non alam anta,-a iain berupa gagal teknorogi, gaga.r
modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

29'Bencarta sosia-l adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang melipqti konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

30' Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan
tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan. Jika
tery'adi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka
dihitung sebagai batu kejadian.

31. Gempa bumi ada,lah getaran atau guncangan yang te{adi di permukaan bumi yang
disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api
atau runtuhan batuan.

32. Letusan GunungApi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan

istilah "erupsi". Bahaya letusan gunungapi dapat berupa awan panas, lontaran
material (pUar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

33. Tsunami berasal dali bahasa Jepang .yalg berarti gelombang ombak lautan (utsu"

berarti lautan, "nami' berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian

gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut

akibat gempa bumi.

34. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan,

ataupun percampuran keduanya, menuruni a.tau keluar lereng akibat terganggunya

kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

35. Banjir ada-lah perisl.iwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau

daratan karena volurne air yang meningkat.

36. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengarr debit air yang

besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

37. Kekeringan ada-lah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah

kebutuhan air untuk kebutuhan hidurp, pertanian, kegiatar ekonomi dan

iingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidarg pertania:r adalah

kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai

dan lain-lain) yang se:dang dibudidayakan. 9-

I



38' Kebakaran adalah situasi dirnana ba,gunan pada suatu
sehingga menimburkan korba:r ctan / atatt kerugian. Bangunan
rumah/pemukiman, pabrik, pasal-, gedung clan larn_larn.

tempat drlanda

tersebtit altara

39' Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu ]ceadaan di mana hutan cian .tahandilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan tiutal dan tahan .yangmenimbulkal kerullian ekonomis dan .rt.-Lr niiai lingkungan. Kebal<ara:r huta:r
seringkali menyetrabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan
kesehatan masyaraliat sekital .

40' Angin puting beiiung ada-lah angin kencang yarlg datang secala tiba-tiba,
mempunyai pusat, bergerak melingkar" menyerupai spiral dengan kecepatan 40-s0
km/-iam hingga menyentuh permukaan bumi clan akan hitang dalarn waktu singkat
{3-5 menit)

41. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena
e1'ek teriadinva siklon tropis cii sel<iteu' rvilayah Inclonesia dan berpotensi kr-rat
menimbulkan bencana alam. Iudonesia bukan daerah lintasan siklor-i troprs
tetapi keberadaan siklon tropis akan rnernbenkzlr-r pengeu'uh kuat tcrtaclinya angin
kencang. selombane tinesi disertai hural deras.

42. Abrasi a,ia-lair ili'os€:s pengik.isan i-,aniai oieii ieiiaga geloiirbalg iaut clan ar"us iaut
vans bersilat merusak. Abrasi biasanva cliseltut iuea erosi oantai. Kerusal<atr saris
pafltai aliibat ai-riasi iiri dipicut o1eit iei-xi.rligi(uiriv[r iieseitribaLitgait eilrlirt claierali per-irt:ii

tersebut. WalauourL abrasi bisa disebabkal oleh seiala ala-rni. rramun malusia
sering disebut sebap,ai petiyebab uitairt.t .iLr'a1S,i.

43. Keiadian Luar Biasa vars selaniutnva disinskat KLB adalah tin-rbuhtva atau

tneuitlgkatilYa irelridiaii kcseri<itaii a-ictli iir-:irt.rij.ur \ rLirg 'l.rri.il..rliiii r scCcrj.il

ecideurioiosis oada i,uatu daer'ali daiaiii kuruii u,aktu terlerltu.

'i--i. DOideini atau 'vVabail Oeirvai<i't ziclaiaii ;ii.ttlt il(rltvaiiii. iitC.iliiltlf iiitl:iil iitirs!'?ii'iiiirit

vatig iutnlair oendei-itanva irretiitrska'r- SCCar"& n\.a'La nieiel,rihi keaclaari \,i.riig itLzini

pada w-ai<tu diur d.tci-aii tci'ietri,-ri set.iir Li.iL.riri iiLcitiilii.ruil'alr lllelitri-.rt'iaiit.r.

-i5. Konliik Sosial alau iiclrrsuiia-ii st-rsiai triaLr iiui'ui iraiie adaiaii stra'tu griairarli irtassai

valtq be rsilat itrertisak taianarii ciatrr t.,ti .r 'r-cr tib sosiiil \, il.itg aiciei. riaiitg tiii-ricit

oieh kecenrburuari sosia'i. budara dari eiruiruiiri ra.nP iiiasarr\a dikeiiias sebasai

UClLClf Lij-llga]l allld,l )L-lliL-l . aPailia U(iIl I(i5 i.)/\l\,.ir.

-i6. Aksi tei'ol ada-taii uksi i'aiis dila](uiiail ui(ir seiiau ori-rirg vatig derigali setlgaia

iriengguirakan kekeiasaii atau ieilCE-iii2ur irt--iici=asr.rri scr'iing,qa irieriiiiii-tr-ilkilri suasara

teror atau rasa La,kuL iethatliau ur'alls scciil?r rricitLas ai.au rrietlitiri,ruii<ilfl i<.or'barr va-t.ts

be1.silat tlasa]. derLgaii cijj-a lIiei'ax1riJcl5 i\cilici'dekai'Ili seliirig,ga irie rixakll;alkaii

irila-nstrva nvawa clatr hat'La bcnda. riicrrutririirali<ari kcrusakarli altru helitrttcut'art

'iei'haclap obVek-obVci< vitai varr.q bii'i:iit-gis aittLui iirrgliuiry.rui iriiirii.r i,,tiLil iasilifas

api

lain

&oublik internasiouai.



47' Sabotase adalah tindakan vang dilakukan untuk melemahkan musuh melaluisubversi' penghambatan' pengacauan dan/ atau penghancuran. Daram perang,ist,ah ini digunakan untuk mendiskripsil<an aktivitas inrliviciu atau qrup vang ticlakberhubungan dengan m,iter, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan

;T:Tl 
beberapa sruktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan

48' Korban adalah orang/sekelompok orang .yang mengaJami dampak buruk akibatbencana' seperti kerusakan da,, atau kerugian harta benda, penderitaan danatau kehilangan jiwa' Korban dapat dipilah berdasarkan klasifikasi korbanmeninggal, hilang, luka/sakit, penderita clan pengungsi.
49' Korban meninggal adalah orang,yang dilaporkan tewas atau meninggar dunia akibatbencana.

50' Korban hilang adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidakdiketahui keberadaanya setelah tery.adi bencana.
51'Korban tuka/sakit ada-lah orang .yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam

keadaan luka ringarl, maupun luka parah /berat, baik yang berobat jalan maupun
rawat inap.

52. Penderita/terdampal< adalah orang atau sekelompok
dampak buruk benr:ana, seperti kerusakan da, atau
masih dapat menempati tempat tinggaln.ya

53' Pengungsi adalah orang/sekelompok orerng yang terpaksa atau clipal<sa l<c.luar d,ri
tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman da_lam upaya men,yelamatkan diri/jiwa
untuk jangka waktu .yang belum pasti sebagai al<ibat. dampak buruk bencana.

54' Kerusakan harta benda meliputi rumah, fasilitas pendidil<an (sekolah, madrasah
atau pesantren), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas
pembantu/pustu), fasilitas peribadatan (masjid, gereja, vihara dan pura), bangunan
lain (kantor, pasar), infrastruktur lainn1,s seperti -ialan, bendungan, saiuran
pengairan yang mengalami kerusakan (rusal< ringan, sedang dan berat ) serta sawah
yang terkena bencana dan puso (gagal panen).

55. Rusak berat adalah l<riteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau
sebagian besar komponen struktur rusak, sebagai contoh : (1) bangunan roboh total
/ sebagian besar strltktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar dinding dan
lantai bangunan bendung atau dam patah; (3) sebagian besar tanggul .jebol atau
putus; (4) saJuran pengairan tidak dapat berfungsi.

56' Rusak sedang ada-lah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil
komponen struktur rusak, dan komponen penun-jang rusak narnun bangunan
masih tetap berdiri, sebagai contoh : (i) sebagian kecil struktur utama bangunan
rusak; (2) sebagian besar pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak;

orang yang menderita akibat
kerugian harta benda, namun

9(3) saluran pengarral [erputus.



(1)

(21

57. Rusak ringan adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen
struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri,
sebagai contoh: (r) sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; (2) retak-retak
pada dinding plesteran; (3)sebagian kecil pintu-pintu air cian komponen penunjang
lainnya rusak; (4) s.ruran pengairan masih bisa digunakan.

-r'r;; l;

I\DUUrur--11\

yasat 2

Pedoman Aiur SiBmerupakan Petunjuk interaksi tahapan atau urutan sistem
inlbrmasi Bencana yang diterapkan ditingkat kabupaten, dikembanqkan oleh
Pemerintah Kabupaten mela-lui Perangkat Daerah .yang membidangi urusan
Pemerintah di Bidartg Penanggulangan BencanaKabupaten dal terintegrasi melalui
sistem inlbrmasi yang ada ditingkat kabupaten yang bersilat lintas sektoral.

SIB dikelola oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah .yang

membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten

yang disajikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di

Bidang Informasi dern Komunikasikabupaten baik secara offline maupun online.

SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya Pusat sistem

informasi bencana yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat

Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana

kabupaten

(4) SIB menjadi sistern pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan data

dan informasi kebencaaan secara berkeianjutan.

Pasai 3

Pedoman Alur SIB sebeLgimana dimaksud da-lam Peraturan Bupati ini tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

i;Aji iii

t LJl\Lrbl r-lA1\ lvl.At\r1'\1\1 rlruulvlAl\ ALUK Dlt,

Pasal 4

(1) Fungsi Pedoman Alur SIB antara lain:

a.untuk mengeloladata dan Inlbrmasi kebencanaan di tingkat kabupaten;

b.interaksi untul< menghubungkan Bagian-bagian media informasi dan

komunikasi Bencana Pemerintahan krltrupaten yang terpusat di Perangkat

Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan

Bencana; dan

c. mengatur pengelolaan informasi kebencanaan di Kabupaten.

(3)

v



(21 Mantaat pedoman alur SIB antara larn:
a'memudahkan pemerrntah Daerah c.lalam mencarl, memanggll, men-ylmpan dan

mengolah data intormasi l3encana;
b'mengumpulkan seluruh data dan lnlormasl dafl semu a tea(ltn(l sel<tor ferkart isu

strategis penanqgulangan bencana;
c' menlngkatkan kualltas pengelolaan clata Dencana daeran .yang akurat dan

terbarukan sec{l"ra berkala;
d. memperluas 

J angkauan rnlornrast ;

e. meningkatkan kualitas pelavanan penanggulangar reslko bencana;
t. mempermudah eilcses tntormasl keDencanaan;
g.menemukan potensi sumber dava yang bisa dioptimalkan untuk mendukung

Aktliltas penanggulangan restko bencana; dan
h. memUdahkan leadtnq Sektor Penanggul&ngan ljencana serta masyarakat untuk

memperoleh lnlormasl terkart dengan aktlhtas tahap pra lJencana,'t'anggap
Darurat dan Pasca Hencana.

nl- -:-

r.,i LrLi\

rasar J

Perangr<at utama yar,g oigunaxan uirtui< lrrenerapxan slstem lnlorlxasl Dencana

kabupaten, meliputi:

a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkonektititas dan kompatibilitas

dengan sistem intbrmasi bencana: dan

b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh lemerintah kabupaten melalui

Perangkat Daerah yang membidangi urusar Pemerintah di Bidang

Penanggulangan Bencana kabupaten dan mampu menjalankan tungsi sistem

informasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Di\D V

lvlv/l1l\rl

Pasal tr

Muatan SIB paling kurang memuat:

a.data desa, antara lain:

1. potensi desa;

2. pendidikan:

3. kesehatan;

.4. kependudukan:

5. kemiskinart;

6. pembangunan desa:

(1)

ill-



Z. pembangunan kawasan perdesaan;
g. keuangan;

9. ekonomr;

I0. sostal budaJ,a;

1 1. pemerintahzin desa;
12. seJarah bencana desa;
13. morlologi desa;

14. geotogt desa;

15. tata guna lahan; dan
1O. lltologl desa.

b.data riwayat kebencanaan di Daerah;
c' lnrormasl yang dapat dlakses oleh masyarakat dan semua pemangku

keoentingan sesuai dengan ketentuan Derundang_undangan;
d'medla lntormasl dan komunlkasi antara pemerlntah kabupaten dan teadtng

sektor penanggulangan uencana serta masyarakat ;

e. layanan penanggu langan uencana Daerarl;
I' la]zanan penanganan oeng26lls. masvarakat terhadap proses-Droses

Penalggulangan Resiko }Jencana.
g.inlbrmasi lain vang berkaitan dengan aktilitas pra uencana, Tanggap Darurat

dan Pasca ljencana.
Muatan sIB sebagaimana dimaksud pada avat (Il dapat disesuaikan dengan
ke butuhan pengem bangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Pasal 7
Pengembangan SIB cli tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh perangkat Daerah
vang membidangi urusan Pemerintah cli Bidang Penanggulanqan Bencana darr
Perangkat Daerah yarg membidangi urusan Pemerintah di Bidang Inlormasr dan
Komunikasi.

Pengembangan slB sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) meliputi:
a'DengembaneanPerangkat Keras vang mencakuo komouter seruer. cli.in iarinsan

Internet;

b'oengembangan Perangkat Lunak vans mencakuo sistem ooerasi sert)er. clatabase
seruer, panduan penggunaan SIts dan aphkasr SIB;

c' Dengembangan .iaringan internet vans mencakuo integrasi domain SIfj online
dengan sen)er dan media inlbrmasi onLine atau uLebslfe pemerintah Daerah.

d'oengembangan sutnber dava manusia vanq mencakup administrator ststem
tingkat kabupaten dan tenaga petatih;

l

I
I

l

(21

(1)

(21
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TJATJ Vli
PENG]JLUL1TAI\ SltJ

Pasal tJ

(1) Pengelolaan slu dr tlngkat Daerah dlta,<sanakan oleh ,perangkat Daerah yang
membidangi urusan pemerintaJr di uidang penanggulangan ljencana.

(2J Pengel0laan slu sebagalmana dlmaksud pada ayar (11 mehputl:
a'pengelolaan perajlskat keras v&ng 116ncakup komputer, iarinqan intranet dan

Ja-rlngan tnternet;

b.pengelolaan peramgkat lunak yanq mencakup aplikasr SIu dan aplikasr
pendukung larnnya; dan

c.pengelolaan sumber daya manusla vang mencakup administrator dan/atau
operator slstem r1r Daerah.

(3) SIB dikelola oleh paling kurang 2 {dua} orang vang drtunluk Oteh pemerintah

Daerahmelalul Perangkat llaerah yang memDldangl urusan pemerlntah dl Hldang
Penanggulangan uencana kabupaten clenqan pengetahuan dan kecakapan
teknologl rnlormasr J<husus yang drtetapkan dengan Keputusan uupatl.

[4] Pengelola Slu sebaga.rmana dimaksucl pada ayat t3) mempunyan tugas metiputr:

a.menerlma lnlormast;

b.melakukan veritrkasr inlomasi;

c. memasukkan data;

d.mengolah datal

e.memperbaharur data;

t'. mempublikasikan data dan intormasi setelah rrendapatkan perst-'tuiuan clari

pemllik data dan ptmplnan Perangkat Daerah yang membldangl urusan

Pemerintah di tsrdang Penanggulangan t]encana:

g.merespon tanggapan, pertanyaan, masui<an dan segala bentuk komllrukasl yang

ada di SIB:

h. pelaporan SIB; dan

i. tugas lainnva vang terkait dengan penselolaan Slt3.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola slu serlagalmana drmaksud pada ayat

(31 bertanggung.jawab kepada Bupati melaiui Kepala oelaksana Peranskat Daerah

yang membidangr ul'usan Pemerlntah d1 EJlctang Penanggulangan l3encanaDaerah.

(6) 1'ata ca-ra pengeloia.an SIB sebagairnana dimaksucl pada avat (4) diatur da-lam

standa-r operaslonal dan prosedur yang dratur oleh Kepala Pelaksana Perangkat

Daerah vang membidangi urusan Pemerintah di tsiclang Penanxgulansar Bencana

rDadrah.



(41

IJATJ ViII
,IAIA 

CAHA PUl\ERAPAN SIIJ

Pasal 9
("ti Kepala peiaksana Perangkat Daerah yang membrdangr urusan pemerlntah drBidang Penanglulanqan _Bencana kaLrupaten dan Seksi pencegahan danKeslpaslagaan pada Perangkat Daerah yang membldangr urusan pemerlntah dlBidang penanggulangan Bencana melaksanakan pemasangan clan pelatrhan SIIJ

kepada pengelola slu dr pusat pengenclailan operasl (pusdal.psl.
('21 Perangkat Daerah vang mem.ridangr urusan pemerintah di uidane penanggulangan

uenca,a melalut kepala .b,x olficto perangkat Daerah -yang memDldangl urusan
Pemerintah di ljrdang Penanglqulangan uencana meminta lnlormasr data dasar
untuk dlmasukan kedalam slu yang dlkembangkan.

(3) setelah mendapatkan pelatihan, Pengelola stIJ [rerkewairban memasukkan data
dasa-r secara olJhne.

Perangkat Daerah \/ang membtdangr urusan Pemenntah di urdang penanggulangan
uencanadan Peiangkat Daerah yang memtrrdangl urusan pemerlntah dl uldang
Penanggulangan Bencala Komunikasr clan Inlbrmasi melakukan veritikasi untuk
perslapan Slu onlrne.

Perangkat Daerah \-ang membidanei urusan Pemerintah di ljidang penanfl{ulansan

I3encanalJerkoordrnast dengan Perangkat Daerah -yang membrdangr urusan
Pemerintah di BideLng Komunikasi dan Inlormasi untuk melakukan pelrlasangan

SIB onLtne.

BAR IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di
Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dalam oeneraoan SIB berhak:

a. mendapatkan inlbl'masr d,ari leadinq sektor kebencaaan melalui SIB;

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah:

c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SIE);

d. mengevaluasi dan memberikan rekomendasi Pensangkatan dan oemberhentian

petugas pengelola SIB;

e. menolak memberil<an informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan L

(s)

I



BAB X
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1 1

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah -yang membiclangi urusan
Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana dalam penerapan sIB mempunyai
tanggungiawab:

a.mengkompilasi dilta Daerahmenjadi clata cian informasi Daerah;
b'mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan siB cli tingkat

Daerah;

c. membina pengelola SIB di tingkat Daerah;
d'menyusun standzlr operasional prosedur clan tata cara penerapan SIB; cian
e. memberikan infor.masi kepada mas-1,21a1<at rnelalui SIB.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di
Bidang Penanggulangan Bencana daram penerapan SIB Mempunyai tugas:
a.mengembangkan SIB Daerah;

b.mengembangkan jaringan SIB Secara merata dan terpilah;
c. mengintegrasikan sIB dengan leading sektor terkait lainnya; dan
d.mengelola sistem teknologi informasi untrrk mendukung danmemfasilitasi SIB di

tingkat Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Pembiayaar SIB darr operasiona-lnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada

dunia usaha dan masyarakat yang tidak rnengikat.

BAB XII

KETtrNTUAN PtrRALIHAN

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, SIB wqib dilaksanakan paling lama 3

(tiga) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini dengan ketentuan:

a. tahun pertama dimulai pengumpulan data, pembinaan metode pengumpulan data

kepada leading sektor kebencanaan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan

dengan SIB;

b. tahun kedua pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras pendukung

SIB, persiapan sunrber daya manusia pengelola SIB; dan L
c. tahun ketiga, pelaksanaan SIB.



BAB XIII
KETENTqAN PENUTUP

Pasal 1zl
Peraturan Bupati ini murai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga_n peraturan l3upati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan.
Ditetapkan di SoE
pada tanggal 20 Desember 2OlZ

#ruPATr 
r*aon TENGAH StrLATAN,r/t/\

/tw
[eaulus v R MELLA

Diundangan di SoE
pada tanggal 21 Deserrrber 2O7T
SEKRETARIS DAERAH

9KABUPA'I. TY:fl 
rBrucau sELATAN,/.

}, vrenrirEN sELAN

BERITA DAERAH KABUFATEN TIMOR TENGAH StrLATAN TAHUN 2017 NOMOR 55.

{



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAI.I SITLATAN
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAIU ALUR SISTEM INFORMASi BENCANA

BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis
yang memungkinkan teriadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam,
faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis. Sesuai clengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan'Bettcana, disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah Daerah
bertanggung iawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari
tahap pra bencana, saat bencana sampai clengan pasca bencana.
Penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang

akurat. Saat ini, data bencana yang terseciia cli kementerian/lembaga, institusi,
Pemerintah Daerah dan organisasi lainnya beium terintegrasi dengan baik, dimana
format data dan inlbrmasi bencana masih berasam.Untuk itu dioerlukan acuan

sebagai pedoman clalam pengeloiaan data dan informasi bencana. Perangkat

Daerah vans membidansi urusan Pemerintah di Bidans Penangsulansan Bencana

telah menyediakan sebuah Sistem informasi kebencanaan berupa perangkat lunak

anlikasi Data Infot'masi Bencana vans daoat dieunakan sebaeai alat analisis

kefadian dan dampak bencana serta meniadi sumber informasi dan data kebencaan

di Kabuoaten Timor'Ieneah Selatan.

B. Maksud dan Tujuau

Pedoman Peneelolaan Data dan Informasi Rencana Kabuoaten 'l'imor 'l'ensah

Selatan dimaksudkan sebagai panduan dalam pengumpulan, pengolahan,

analisis.oenvaiian. rliseminasi. nelaoora'n data dan inforrnasi bencana rlitinskat

Kabupaten Timor'l'ensah Selatan.

Tuiuan oedoman ini aclalah:

1)Terciptanva Demahaman vang sam.l ci:'ilam pengelolaan data cliit-t ir-rlbrmasi

hencana vans melihatkan nemerintah dan semua steakholder kehencanan di

Kabupaten Timor Tensah Selatan.

2lTersedianva sistem nenselolaan data dan informasi hencana ditinskat

Kabupaten Timot'Tengah Selatan scczlra tcrnarlu. Y



C.Sasaran

sasaran Pedoman Pengelolaan Data cian Informasi Bencana Kabupaten adalahPerangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di Bidang penanggulangan
Bencana' instansi/lembaga terkait khususnya pengelola data dan informasi
bencana agar dapat dijadikan sebagai acuan data kebencanaan di Kabupaten
Timor Tengah Selatan.

D.Sistematlka

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Kabupaten Timor Tengah
selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

BAB II KBBIJAKAN DAN STRATtrGI

BAB III ORGANISASI DAN TATA KtrRJA

BAB IV PtrNGELOLAAN DATA

BAB V APLIKASI

BAB VI EVALUASI DAN PBLAPORAN

BABVII PENUTUP

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.Kebijakan

Penanggulangan bencana yan gefektif perlu dukungan ketersediaar data da:r

informasi tentalg kejadian dar-r darnlrak bencana sec?ira r:cpart d:rn ail<urat.

Untuk itu diperlukan pengelola data dan informasi bencana yang kompeten

dengan menggurLakan format data standar .yang ciikoordinasikeur oich Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Sclatan.

Kebrjakan pengelolaan data dan infbnnasi bencana adalah satu data satu

pintu untuk menjamin keakuratan dan konsistensi. Kebiiakaan sattt rlata satu

pintu yang dimaksud adatah data dan informasi yang dikeluarkan oleh

Perangkat Dael'ah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang

Penanggulangan Bencana setelah dilakukan verifikasi dan va-lidasi pada kurun

waktu tertentu. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi,

kerancuan atau kesimpangsiu ran rlalir cian infortnasi t)t:ncarnit bagi

pengambilan keputusan. L
I

I

I

i
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I
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B.Strategi

strategi pengerolaan data dan informasi bencana adalah sebagai berikut:1' Pengumpulan data d,akukan oleh perangkat Daerah yang membidangiurusax pemerintah di Bidang penaaggulangan Bencana menggunakanformat data standa-r. pengumpuran data oreh perangkat Daerah aangmembidangi urusan pemeintah di Bidang penanggurangan BencanaKabupaten Tirnor Tengah selatan cl.apat clilakukan melalui d.ata- d.ata primerataupun melarui d.ata-d.ata serdtnd.er aong ada di Instansi pemerintah,masgarakat, organisasi kemasyarakatan .an sumber d.ata rainnga.2' Verifikasi dat* d,akukan oreh perangkat Daerah .yang membicrangi urusanPemerintah di Bidang penangguiangan Bencana dengan berkoordinasidengan organisasi perangkat Daerah(opD) terkait iainn.ya serta jaringan
informasi steakhold er ke ben canaan .yang diyakini ke ben aran nya.3' Hasil verifikasi dilaporkan kepada pengelola siB untuk untuk
dipublikasikarr,

Penyediaan sa,ana pendukung.yang memaclai berupa komputer, printer danjaringan koneksi internet serta peralatan-peraratan komunikasi rainnya

BABIII
ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Pengelolaan datadan informasi ditingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan
dilakukan oleh seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemerintah di Bidang penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah
Selatan.

B. Tata Kerja

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di Bidang
Penanggulangan Elencana Kabupaten Tirrior Tengah Selatan dalam mengeloia
data dan informasi bencana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Pusat penge,dalian operasi penanggulangan bencana (pusdalopspB)
bertugas membuat laporan haria nkejadian bencala. Laporan tersebut
berdasarkal Laporan Kejadian Bencana dari berbagai pihak setelah
dilakukan verifikasi kebenaran laporan tersebut.

2. seksi kesiapsiagaan perangkat Daerah yang 
, membidangi urusan

. Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor tengah
Selatan bertugas mengumpulkan laporan harian pusdalopspB, mencatat
data kejadian bencana sesuai format pacla lampiran, melakukan verifikasi

&



dengan organisasi Perangkat Daerah terkajt di Kabupaten Timor Tengah

ff:ff"'an 
melaporkan hasil verifikasi tersebut ke pengelota SrB setiap

3' seksi kesiapsiagaan perangkat Daerah yang membirlangi urusanPemerintatr di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengahselatan bertugas melakukan verifikasi data bersama opD terkait diKabupaten rlan melaporkan ke Pengelola sIB setiap semester. pengelola
sIB bertugas melakukan verifikasi data dengan perangkat Daerah .yangmembidangi urusan Pemerintah di Bidang penanggulangan Bencana
Kabupaten Timor Tengah seratan dan opD/lembaga terkait.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pengelolaan data bencana meliputi pengumpulan, pengolahan, anarisis, penyajian
dan diseminasi informasi.

A. Pengumpulau data
Dalam proses pengumpulan data bencana terdapat dua jenis data ,yaitu data
dinamis dan data statis.

1' Datadinamis adzrlah data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara.
Artinya data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan
perkembangan selama masa tanggap clarurat. Pengumpulan data dinamis
dilakukanoleh pusdalopspB atau posko Tanggap Darurat.

2' Data statis adalah data kejadian bencana yang bersifat tetap atau tidak
mengalami perubahan. Pengumpulan clata statis dilakukan oleh pusat Data
Informasi Seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah
Selatan Pengumpulan data yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah data
statis, meliputi data kejadian bencana ,korban, kerusakan dan taksiran
kerugian' Format data yang digunakan dalam pengumpulan data statis
terdapat pada l.ampiran.

B. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dengan format 'trorksheet,atau
menggunakan aplikasi khusus SIB. Proses seianjutn.ya adalah verifikasi data oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang
Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan berkoordinasi dengan
OPD'terkait. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dalam rangka

vpemutakhiran data.



C. Analisis Data
Jenis anarisis yang dapat dihasilkan dari pengorahan data adalah:l' Analisis komposisi yaitu analisis ,yang membandingkan nilai l<eja.ian ataulokasi bencana <lengan dampak.yang dipilih. Analisa komposisi berguna untukmenunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia (strategikesiapsiagaan), dampak pada perumahan (strategi pembangunan), dampakpada perekonomian dan dampak pacia infrastruktur.

2' Analisis temporal yaitu analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampakyang berbeda dari waktu ke wal<tu. Analisa temporar berguna untuk
menunjukkan pola dan korelasi.

3' Aaalisis statistik yaitu anaiisis .yang ditampilkan dalam bentuk statistik.
Analisa statistik berguna untuk menunjukkan keterkaitan antarvariabel
dampak bencana serta hubungan sebab-akibat.

4' Analisis spasial yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan.
Analisa spasial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun
dampak bencann. Analisis ini dapat clilakukan dengan menggunakan aplikasi
SIB,

D. Penyajian dan Diseminasi Informasi
Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram dan peta. Informasi yang
disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana dan
kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana serta data tentang kejadian bencana
disuatu wilayah tertentu. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara ,online,

melalui 'website'.

BAB V

APLII(ASI DATA DAN INFORMASI BENCANA

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang penanggulangan

Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan akan mengenbangkan Apiikasi Sistem
Informasi yang dapat digunakan untuk menginput d,atallnformasi, mengolah data
serta penyajian data/L:rformasi. Aplikasi ini merupakan sistem yang bersifat open
source untuk menyimpan data kejadian, dampak dan penyebab bencana.

A. SIB Kabupaten Timor Tengah Selatan

Aplikasi yang menginput, mengolah dan menyqlikan Data Kebencanaan dikelola oleh

Seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di
Bidang Penanggulangan Bencana.

Penydsuaian aplikasi slB Kabupaten Timor Tengah Seratan meliputi:
1. Tampilan, disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Timor Tengah

Selatan &



2' Data' aptikasi sIB memu at d'ata kebencanaan, Kapasitas dan kerentananserta klasifikasi jenis bencana.
3' Tiagkat wilayah Administratif, aplikasi sIB tingkat kedetilan data sampaidengan level Desa dan Kelurahan cli Kabupaten Timor Tengah selatan.B. Peraagkat penduhog

Aplikasi SIB merupakan aplikasi berbasis ,tekrntogi
membutuhkan perangkat pendukung berupa perangkat
mencakup:

1. Perangkat keras

Informasi,, sehingga
keras maupun lunal<

seruer yang mempunyai kemampuan processor terkini, kapasitas hard.disk
minimum 250 GB, kapasitas memory RAM minimufn 1 GB, serta dilengkapi
dengan koneksi internet dengan banciusithminimum sebesar 1 mbps.

2. perangkat lunak
untuk menjalankan aplikasi SIB dibutuhkan perangkat lunak seperti apache,
tomcat, data base seruer (Mg seL, postgre, oracre, seL seruer, MS Access),
serta sistem operasi (WindouLs, Lin.ux, Solais, H7_UX).

C. Penempatansenser

seruer aplikasi sIB ditempatkan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemerintah di Eiidang Penanggulangan Bencana kabupaten Timor Tengah
Selatan.

D. PenaaggungJawabAplikasi

Penanggungjawab aplikasi SIB adalah: Seksi Kesiapsiagaan perangkat Daerah
yang membidangi urusan Pemerintah cli Bidang Penanggulangan Bencana
Kabupaten Timor'lengah Selatan.

E. Operasionalisasi

Dalam proses operasionalisasi aplikasi SIB dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Petugas pengelola data di SIB bertugas mengumpulkan data bencana dan

melakukan verrifikasi terkaitdi Kabupaten Timor Tengah Selatan serta
menginputkan data tersebut kedalam apiikasi SIB

Petugas pengelola data di Sekretariat BPBD Kabupaten sebagai pengelola SIB
bertugas melakukan verifikasi dan validasi data yang telah diberikan oleh

Instansi/leading sektor Penanggulangan Bencana di Kabupaten Timor
Tengah Selatan. Data yang sudah valicl akan ciisetujui clan clitampill<an di
SIB Kabupaten atas persetujuan Instansi/ lead.ing sektor pemberi
informasi. Sttdangkan untuk ciata yang tidak valid, adrnin ditingkat

. Kabupaten dapat menghapus atau mengubah data tersebut setelah
melakukan koordinasi dengan Pemeberi data/informasi. Membuat salinan

semester.

L
data di lakukan per-



BAB VI
EVALUASI DAN ]>ELAPORAN

seksi Kesiapsiagaan perangkat Daerah -yang memnraangr urusan pemerintah diBidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah selatan merakukanevaluasi pengelolaan data bencana melar.ri pemutakhiran rlan verifikasi datadan

::ff;*'nasi 
dengan instansi/leading sektor penanggurangan becana terkair secara

Perangkat Daerah yaxg membidangi urusan
Bencana Kabupaten ,limor Tengah Selatan
bencana.

Pemerintah di Bidang penanggulangan

menyusun laporan bulanan kejadian

BABVII

PENUTUP
Pedoman Pengelolaan Data dan Sistem Inforrnasi Bencana Kabupaten Timor Tengah
Selatan ini disusun sebagai panduan bagi BpBD Kabupaten Timor Tengah selatan
dalam pengelolaan data bencana agar dapat terintegrasi dengan baik cli tingkat
Kabupaten dan dapat dijadikan sumber data bagi berbagai pihak .yang
berkepentingan.

v
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SURAT LAPORAN KEJADIAN BENCANA

Nomor

Lampiran

Perilnl
: 1 (Eksernplar)

: Laporan Bencana

sampaikan laporan kepada Bapak
nama/jenis kejadian) pacla

lokasi di...................... (Kecamata-n,

Kepada

Yth. Bupati Timor Tengah Selatan

di-
Tempat

Sesuai dengan perihal diatas, maka d.engan ini kami
bahwa telah terjadi kejadian................Uelaskan
talggal.. . .. . .. . .. . . (m enj elaskan waktu tanggal kej a<lian),
Desa, Dusun, RW dan RT).

Adapun warga masyarilkat yang menjadi korban bencana sebanyak :

1. Jumlah jiwa: ..................jiwa atau...........KK. yang tercliri ctari Laki_
laki.... jiwa dan Perempuan...... jiwa. aclapun

2' Rincian koban Meninggal dunia :.....jiwa Laki-raki.........jiwa dan
perempuan......... jiwa.

3' Rincian Luka berat :.....jiwa Laki-laki..........jiwa dan pereml)uan......... jiwer.
4. Rincian Luka rirrgan :..... jiwa Laki-iaki..........jiwa dan perempuan..........jiwa.
5. Rincian Luka sakit :..... jiwa La-ki-laki..........jiwa da, perempuan..........jiwa.
6. Rincian pengungsi :......jiwa Lal<i-iaki..........jiwa dan perempuan..........jiwa.
7. Rincial kerusa-l<an bangunar:...................unit rusak total................unit rusak

berat............unit rusak ringan

8. Rincian prasarana umum

:................

Kejadian ini disebabkan oleh:..........

f elaskan seca-ra singkat penyebab bencana)

Da-lam mengahadapi bencana tersebut maka pemerintah desa/kecamatan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut: .......felasl<an hal-hal

-vang telah dilakukan oleh pemerintah desa/l<ecamatan cian kebutuhan mendesak yang
perlu segera di lakukan yalg membutuhkan bantuan ciari luar desa/kecamatan).

I



: Demikian laporan ini disampaikan
diucapkal terima kasih.

Tembusal : di. Disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Kepala Dinas/Badan.
3. Kepala pelaksanana BpBD Kab.TTS cli Soe

Bapak untuk maklum dan atas perhatian

Desa/camat.

v



PLOW CHART SISTEM PENGBLOLAAN DATA DAN INFORMASI
BENCANA KABUPATEN TIMOR TtrNGAH SELATAN

Pengelola data di
Sekretariat BpBD

Kab/Kota

Tampildi DlBt
Provinsi

Pengelola data di
Sekretariat BpBD

Provinsi

Pengelola data di
Pusdatin dan Humas

BNPB

Tampildi DlBl

Nasional

TampilSlB
Kabupaten TTS

.!

Petugas

Pusdalops

Mengumpulkan data
bencana yang terjadi
di kabupaten/kota

Verivikasi
data

Validasi

Memverivikasi dengan
dan Menginput data

bencana ke aplikasi SIB

Kabupaten

Verivikasi
data

Validasi

Verivikasi
data

Validasi

It,
;'



FORM 6
BAGAN ALIR SISTEM INFORMASI BENCANA

FASE

, PASCA

BENCANA

Informasi

Aacaman
Infromasi Awal Kejadian

Rencaoa

Rehabllitasi dan

Rekonstruksi

Indikator arlcaman

Berdasrkan'Perka

BNPB

1. Laporon dai Lokasi kejadian

2. Penugasan IRC urttuk

mel alukan V e ifi.ka si Lap o r an

Meng gtnakan Format Laporan

Kejadian Bencana Dalam

Aplikasi Pendataan dan

Melalstkan Kajian Cepat di

Lapangan 3.

Melaporkan Hasil Kajian

kepada Tim Kaji Cepat

Kabupaten

l.Berdasarkart

Rekomendasi

Laporan Akhir

Tanggap Darurat

Iaformasi
Kerentanan

Rencana Operasi
Laporan Pasca

Beucana

Sosial, Fisik,

Ekorwmi,

Linglatngan

l.Aktifitas PPGD di Lapanga

Berdasarkan Keputusan

Komandan Tang g ap D antrat

2. Rapat Koordinasi Lirftas

Selctoral 3. Menentukan

tangkah Operasi dan

kebutuhnn Operasi

Laporan Aktifitas

Pasca Bencana

Informasi
Kapasitas

Ir.forrnasi Pelaksau"aan

Kedaruratan

Laporan

Pelaksanaan

Pasca Bencana

kapasitas

menggunakan

In-dikator Desa

Tangqth

L ap o r an Aktifit a s T a ng g aP
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